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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
 

Pengelolaan pajak yang dilakukan pemerintah, baik ditingkat 

provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota kini memasuki era baru 

sejalan dengan dikeluarkanya UU No.22 Tahun 1999 dan UU No 25 

tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi 

fiskal yang kemudian diperbaharui dengan dikeluarkanya UU No 32 

tahun 2004 dan UU No 33 tahun 2004 yang telah direvisi dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemerintah Daerah Nomor 23 

Tahun 2014. UU ini mengatur tentang Pemerintah Daerah dan 

Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah. Menurut Bawono & Singgih (2008) bahwa kebijakan ini 

merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah (Pemda) 

dikarenakan pemda memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola 

sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Memberikan 

otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah 

kabupaten/kota harus dilakukan secara profesional melalui pengaturan, 

pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara merata dan 

berkeadilan. 

Pemberian otonomi kepada daerah kabupaten/kota juga harus 
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diikuti dengan pemberian sumber PAD yang didukung dengan dana 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, karena itu 

hampir semua daerah kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik 

Indonesiadihadapkan dengan masalah keuangan (Nazarah, 1997). Untuk 

memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta 

mengurangi sumbungan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah 

harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Siti Aisyah (2019) mengatakan bahwa dalam mewujudkan 

kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus rumah 

tangganya sendiri, maka Pemerintah Daerah diberi kesempatan dan 

wewenang untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada  di 

daerah masing masing. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 

salah satu pendapatan asli daerah (PAD) yang penting guna membiayai 

pelaksanaan pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2009, 

tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan bahwa 

pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan 

pemerintah daerah. Untuk meningkatkan pajak daerah daerah dan 

retribusi perlu dilakukan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi 

penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. 

Salah satunya  melalui  subjek  dan  objek  pendapatan  daerah 
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sehingga dapat meningkatkan produktivitas Penghasilan Asli Daerah 

(Arianto & Padmono, 2014) pendapatan yang bersumber dan dipungut 

sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD menurut Pasal 6 Undang- 

Undang Nomor 33 Tahun 2004 ayat 1dan 2 terdiri : 

1. Pajak daerah 
 

2. Retribusi daerah 
 

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik 

daerah yang dipisahkan 

4. Pendapatan Asli Daerah dan lain lain yang sah 
 

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah 

dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut 

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Anggaran 

pemerintah memiliki beberapa fungsi utama yaitu sebagai alat 

perencanaan, pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat 

koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, serta 

alat menciptakan ruang publik (Halim & Muhammad, 2016) 

Kesejahteraan masyarakat akan sangat bergantung pada pemerintah 

daerah sejak adanya otonomi daerah, pemerintah harus menggali 

semaksimal mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya, 

karena semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan 

pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. 
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Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu Provinsi yang 

memiliki sumber daya alam yang cukup besar, seperti minyak bumi,gas 

alam dan batu bara salah satunya adalah Pertamina Plaju yang bergerak 

di bagian minyak dan gas, PT Pertamiana Plaju Palembangberkontribusi 

cukup besar dalam pertambahan pendapatan asli kota Palembang, seperti 

pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pendapatan pajak bumi dan 

banggunan, pajak penghasilan pph, pajak pemanfaatan air dan pajak 

penerangan jalan non pln. Ditahun 2020 Pertamina menyetor 7,3 triliun 

atas pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) untuk kota 

Palembang. selain PT Pertamina kota Palembang juga memiliki PT 

Pupuk Sriwijaya (PT Pusri) yang bergerak dibidang pupuk area dengan 

pupuk Industri yang juga memberikan sumbangan yang cukup besar 

terhadap pendaptan asli kota palembang, pertambahan pendapatan 

tersebut berasal dari pajak pemanfataan air dan  pajak  penghasilan 

(Pph). 

Selain PT Pertamina plaju dan PT Pusri Kota Palembang juga 

memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah dari segi pajak daerah atas 

terlaksananya beberapa event internasional seperti: 

1. Sea Games 2011 
 

2. Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Internasional 2014 
 

3. ASEAN University Games 2014 
 

4. Asian Games 2018 
 

5. Motocross Grand PRIX (MXGP ) 2019 
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Bahkan di tahun 2021 Palembang terpilih sebagai Tuan Rumah 

Piala Dunia U-20 yang akan dilaksanakan di tahun 2021. Ketika kota 

Palembang ditunjuk sebagai tuan rumah Sea Games ke- 26 Kota 

Palembang mengalami pertumbuhan yang pesat, dari sisi pembangunan, 

seperti jalan, fly over, pembangunan Tol Palembang– Indralaya, 

pembangunan Light Rain Transit (LRT) dan fasilitas lainnya yang 

kemudian dimanfaatkan menjadi pariwisata kota Palembang yang juga 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya investor yang 

mau berinvestasi di kota Palembang yang seharusnya dapat membuat 

bertambahnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. 

Dikutip dari Harian Kompas (2019) Saat ini pemerintah kota 

Palembang juga sedang gencar-gencarnya melakukan kegiatan program 

Palembang Emas 2023 yang salah satu Poin dari kegiatan  tersebut 

adalah Menciptakan Kota Palembang lebih aman untuk berinvestasi dan 

mandiri dalam pembangunan, yaitu dengan meningkatkan dan menggali 

sumber pendapatan asli daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah seperti dari sektor: 

1. Sektor Pariwisata 
 

2. Sektor Infrastruktur Perkotaan 
 

3. Sektor perdagangan dan Jasa 
 

Pemerintah Kota Palembang menetapkan pajak daerahnya berasal 

dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, 
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penerangan jalan, pajak penerangan jalan non pln,  pajak 

penerangan jalan pln, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung 

walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan banggunan. 

Sementara Retribusi daerah sendiri berasal dari retribusi parkir dan 

retribusi kesehetan. Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah akan 

sangat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebuah 

Kabupaten atau Kota akan dikatakan baik dalam hal penerimaan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah apabila realisasi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dapat memenuhi target yang telah ditetapkan oleh sebuah 

Kabupaten atau Kota. 

Tabel 1.1 
Pendapatan Asli Kota Palembang (PAD) Tahun 2016-2020 

Pendapatan Asli Daerah Target Realisasi 
Tahun 2016 738.845.608.429 734.820.204.068 
Tahun 2017 840.577.306.099 777.394.030.094 
Tahun 2018 855.936.773.219 888.877.454.519 
Tahun 2019 922.282.847.321 723.624.589.768 
Tahun 2020 617.825.922.637 319.974.326.234 

Sumber : BPPD Kota Palembang, 2020 
 

Berdasarkan tabel di atas, pendapatan asli kota Palembang dari 

tahun 2016-2020 mengalami turun naik dari target pendapatan yang 

telah dibuat oleh pemerintah kota Palembang, di tahun 2016 realisasi 
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PAD kota Palembang kurang dari target yaitu hanya terealisasi sebesar 

80% saja, 2017 terjadi penurunan yang cukup drastis yaitu sebesar 20% 

sedangkan di tahun 2018 terjadi kenaikan yang cukup besar hingga 

melebihi target sebesar 33 milyar. Dan ditahun 2019 hingga 2020 PAD 

kota palembang mengalami penurunan 30%-50% dari target yang telah 

ditentukan. 

Tabel 1.2 
Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2016-2020 

 
Tahun Target Retribusi Realisasi Retribusi 
2016 478.025.367.500 477.112.899.223 
2017 525.867.498.866 524.552.681.049 
2018 687.867.498.866 733.104.821.046 
2019 1.548.943.991.245 1.532 532.221.838 
2020 1.507.221.734.923 800.000.000.000 

 

Kota Palembang mencatat  kinerja  yang  negatif  dari  tahun 2016- 

220 pada sektor pajak. Dalam kurun waktu tersebut, realisasi pajak kota 

Palembang mengalami kenaikan dan penurun. Dapat dilihat dari tabel di atas, 

penerimaan pajak Kota Palembang tahun 2016,2017,2019,2020 mengalami 

penurunan dari target yang telah ditentukan walaupun di tahun 2019 kota 

Palembang mengalami kenaikan sebesar 12 milyar dari  tahun  sebelumnya 

tapi mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2020 hampir 50% dari 

target. 

Tabel 1.3 
Retribusi Daerah Kota Palembang 

Tahun Target Retribusi Realisasi Retribusi 
2016 86.108.011.133 75.644.031.675 
2017 106.582.011.666 74.207.948.994 
2018 110.533.114.636 117.699.830.739 
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2019 12.754.945.394 6.649.901.834 
2020 127.602.110.431 39.590.434.446 

Sumber: BPPD Kota Palembang, 2020 
 

Pada Retribusi Derah Kota Palembang terjadi penurunan dan 

kenaikan. Di tahun 2016 dan 2017 retribusi Kota Palembang mengalami 

penurunan, kemudian mengalami kenaikan di tahun 2018 namun 

mengalami penurunan kembali di 2 tahun terakhir yaitu padatahun 2019 

dan 2020. Di tahun 2019-2020 retribusi kota Palembang mengalami 

penurunan hingga 50%, dari tahun sebelumnya. Di tahun 2016-2017 

terjadi penurunan hingga 30% dan penurunan yg cukup signifikan di 

tahun 2019 dan 2020 yaitu hampir 50% Dari ketiga tabel di atas, dapat 

dilihat pada pendapatan asli kota Palembang dan Retribusi kota 

Palembang dari tahun ke tahun tidak mencapai target yang telah 

ditentukan, menjadi pertanyaan mengapa kota Palembang yang 

merupakan kota besar dan maju dengan menerima pajak daerah dan 

retribusi yang besar namun kenyataanya masih tidak dapat mencapai target 

di pada tahun 2016,2017,2018,2019 dan 2020. 

Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang  harus 

mengatasi dan mengupayakan program-program meningkatkan PAD 

kota Palembang baik dari segi pajak daerah maupun retribusi daerah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat 

masalah diatas ke dalam penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas 

dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah 
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Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pada 

Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang 2016-2020)” 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dilakukan, maka 

dapat diuraikan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1.  Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak daerah dan 

Retribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota 

Palembang Tahun 2016-2020 ? 

2.  Bagaimana tingkat Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusinya 

terhadapPendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang 

Tahun 2016-2020 ? 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah 

Palembang apakah sudah efektif. Baik dari segi penerimaan 

PajakDaerah dan Retribusi Daerah 

2. Untuk mengetahui Pendapatan Daerah yang mana yang tidak 

efektif dan kurang memiliki Kontribusi dalam Pendapatan 

Daerah 

1.4 Manfaat Penelitian 
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1. Manfaat Teoritis 
 

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat 

bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran terhadap Kota 

Palembang maupun Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota 

Palembang agar dapat meningkatkan atau mengupayakan target 

dan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap 

pendapatan asli daerah agar optimal. 

2. Manfaat Praktis 
 

Hasil dari penelitian ini secara praktis bagi Pemerintah Kota 

Palembang atau badan pengelolaan pajak daerah, dapat 

memberikan informasi kepada pemerintah tentang pentingnya 

efektivitas dalam pemungutan pajak dan retribusi. Selain itu 

dapat memberikan informasi tentang kontribusi pajak  daerah 

dan retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah. Serta dapat 

menjadi referensi penelitian selanjutnya tentang efektivitas dan 

kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. . 
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